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Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
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Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);  

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan 

Umum Tahun 2021-2025; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan 

Umum Tahun 2021-2025; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN 

DANA KAMPANYE SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI 

PEMILIHAN UMUM. 

KESATU : Menetapkan aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana 

Kampanye yang selanjutnya disebut SIKADEKA sebagai 

aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh: 

a. Komisi Pemilihan Umum; 

b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan/atau  

c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

KEDUA  : Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang 

selanjutnya disebut SIKADEKA sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU merupakan aplikasi khusus yang digunakan 

untuk membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan 

pelaporan dana kampanye serta audit dana kampanye peserta 

Pemilu Tahun 2024 sesuai wilayah satuan kerja. 
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